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19/01/2009 09:27:01 BANTUL (KR) -  Diberlakukannya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengalami perubahan, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul yang bakal menjadi dua dinas.
Adanya perubahan di Dinas Pendidikan ini  dibenarkan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Sunarto SH MM. Terkait pendidikan ini, mulai tahun 2009 terdapat dua dinas, yakni  Dinas Pendidikan Dasar dan  Dinas Pendidikan Menengah dan Non formal.
Perubahan ini, tambah Sunarto  sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul pasal 4 hingga 7, juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan bidang kebudayaan sudah ditangani Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.   
Selain itu, juga akan dibentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang pengembangan Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Bantul.  Pembentukan badan ini sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. 
Secara terpisah menurut Dr Wahyudi Kumorotomo MPP, Dosen Fisipol dan Megister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, menilai pada dasarnya pembagian atau penyatuan instansi (SKPD) di jajaran pemerintah dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah sendiri berdasar yang diamanatkan dalam PP Nomor 41 Tahun 2007.
Daerah bisa saja memecah urusan wajib apabila sudah dipandang bahwa kegiatan-kegiatan sektoral yang terdapat di dalamnya sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan di bawah satu dinas. Misalnya di beberapa Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum dipecah menjadi Dinas Bina Marga dan Dinas Irigasi. Dalam hal ini Kabupaten Bantul memecah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi (1) Dinas Pendidikan Dasar dan (2) Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Perda No.16/2007) tidak ada larangan untuk melakukannya. Hal serupa juga banyak dilakukan oleh Kabupaten/Kota lain seperti Pemda Kabupaten Merauke dan Pemda Kabupaten Wonosobo.   (Jon)-n
